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Abstrak

This paper aims to examine the similarities and differences between Islamic legal
perspectives and positive legal perspectives on the issue of different marriages. The
method used is kualitatif, with a komparatif approach. Literature learn or literature
literature study, which contains a study of theories that are relevant to the problems
of interfaith marriages. This writing is formal juridical normative and also includes
descriptive research. On learning the rules of islam, marriage of different religions
divided into three parts: the muslim male marriage to girl who are not diverse Muslims
(Non-Muslims), the marriage of Muslim men to women of Ahlul Kitab and the marriage
of Muslim women to men who are not Muslim (Non-Muslim ). In terms of regulation,
different marriages in Indonesia law enforcement is not strengthened, therefore Law
No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI) as a
constitution law prohibiting different marriages. Because of that, the Office of
Religious Affairs (KUA) and marriage in the civil office (KCS) do not wan conduct
administrative data collection of different marriages.

Keyword: different marriages, Islamic legal Perspective, Constitution legal
Perspecktive.
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A. Pendahuluan

Dalam kehidupan ini pada awalnya semua manusia ingin melangsungkan
hidup sejahtera, yang dalam agama Islam dikenal dengan sebutan sakinah dan
mawaddah, yaitu suatu kehidupan yang tenang dan bahagia. Kehidupan yang
tenang dan bahagia ini terkadang kurang dan jarang dirasakan oleh manusia dan
banyak orang, penyebabnya karena landasan iman yang kurang di tekankan
dalam hati. Islam menawarkan salah satu konsep agar dapat keluar dari problem
ini sehingga bisa mendapatkan ketenangan lahir dan bathin, yaitu dengan cara
melaksanakan pernikahan.

Pernikahan adalah membentuk satu jalinan lahir bathin diantara laki-laki
dan perempuan yang keduanya berkeinginan untuk mendapat turunan.
Pernikahan bukan hanya diperoleh pada jalinan lahir atau jasmani saja, namun
di dalamnya juga ada ijalinan bathin atau rohani yang berlandaskan pada
keyakinan masing-masing individu, maksudnya bahwa pernikahan tidak hanya
dilihat pada hubungan lahiriahnya saja, akan tetapi juga harus dilihat lebih dari
suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang
bertujuan untuk membangun rumah tangga (keluarga) yang rukun, harmonis,
dan bahagia serta mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam pandangan islam,
pernikahan selain menjadi kebutuhan bagi kemanusiaan juga menjadi salah satu
perintah agama yang harus dijalankan, selama itu tidak bertentangan dengan
ajaran yang diterapkan oleh agama.

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianggap suci atau
sakral karena tujuannya yang mulia, memiliki aturan-aturan yang telah dibuat
oleh agama khususnya Islam, sehingga manusia berkeinginan untuk hendak
menikah tidak hanya meliahat dari kepuasan hawa nafsu jasmani, akan tetapi
supaya bisa mendaptakan rasa nyaman dari keharmonisan berkeluarga diantara
pasangan suami isteri yang di dasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Sebab
pernikahan dalam Islam telah di atur, dan ditetapkan dalam suatu aturan hukum
yang jelas dan tegas. Bilamana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam
pernikahan itu keliru dalam penerapannya dan pernikahan tetap dilakukan,
maka arti nikah menjadi tidak sesuai dengan tujuan semula dan menjadi tidak
sah, serta hal-hal yang dianggap sakral tersebut menjadi sia-sia, sehingga biasa
mendatangkan mudharat bagi orang-orang yang hendak melangsungkan
pernikahan tersebut.

Semua makhluk hidup pasti dapat memiliki pasangan untuk menjalani
kehidupan sesama khususnya manusia, dengan cara memalalui sebuah proses
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pernikahan. Beghitu juga di Indonesia Karena banyaknya budaya suku-suku
maupun agama diantara masyarakat, maka perbedaan sudah menjadi hal yang
biasa terjadi pernikahan beda agama terutama pada zaman modern ini. Indonesia
adalah negara hukum, yang mempunyai Undang-Undang perkawianan (UUP)
yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana pada Pasal 1 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan tersebut, telah menjelaskan terkait
pernikahan yakni suatu jalinan lahir bathin diantara laki-laki dan perempuan
selaku pasangan pendamping hidup (suami-istri) yang mempunyai kemauan
demi membangun famili (keluarga) sejahtera yang dilandasi oleh keyakinannya
masing-masing. Maksudnya ialah kedua pasangan mempelai laki-laki dan
perempuan akan menyatu dan bersungguh untuk membangun keluarga. Sedang
ikatan bathin adalah rasa sayang dan cinta yang telah mendalam di dalam hati
diantara mempelai laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang
sejahtera dengan mengharap ridho dari sang maha kuasa. (Makalew, 2013:132)
Karena perkawinan juga merupakan penyatuan dari dua pribadi yang berbeda
antara laki-laki dan perempuan, maka tidak tertutup kemungkinan akan
menimbulkan suatu permasalahan tersendiri di dalam rumah tangga, karena dua
insan yang mempunyai latar belakang kepribadian yang berbeda juga dapat
menyatu supaya bisa saling mengerti satu sama lain, karena memantapkan
keyakinan di hati yang terkadang bukan gampang untuk dilakukan, terlebih jika
menyatukan dan memantapkan hati antara dua pribadi tersebut memiliki
keyakinan yang berbeda, maka biasanya akan mudah terjadi konflik.

Pada umumnya dalam suatu pernikahan terkadang juga terdapat sebuah
perbedaan, tetapi perbedaan itu sering dianggap lumrah atau dianggap biasa
(sering terjadi), namun jika yang berbeda adalah keyakinan dalam beragama,
maka ini biasa akan membuat masalah dalam pernikahan tersebut. Pada
Undang-Undang Perkawinan (UUP), Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1)
yaitu menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
aturan masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dari pengertian ini,
dapat disimpulkan bahwasannya Perkawinan itu boleh dianggap sah jika kedua
calon mempelai yang mau melangsungkan pernikahan memiliki agama atau
keyakinan kepercayaan yang sama. Oleh karena penjelasan pada pasal yang
terkandung, maka bukan sedikit memicu orang supaya ingin melangsungkan
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pernikahan menjadi terkendala, karena sang calon mempelai ternyata memiliki
keyakinan agama yang berbeda, dan tidak memungkinkan untuk berpindah
agama atau melakukan perembesan hukum guna melangsungkan pernikahan
bersama pasangannya tersebut. Karena perkawinan beda agama sering
mempunyai masalah-masalah yang sangat hakiki, maka keimanan generasi yang
dilahirkan akan menjadi tidak jelas terutama dalam hal keyakinan beragamanya.
Ini bisa membuat kerisauan karena aturan-aturan hukum Islam, yang secara
tegas membicarakan persoalan penikahan beda agama. Berhubungan dengan ini
maka termasuk juga kaitannya dengan ayat-ayat al-qur’an yang diantaranya:
1) Q.S.Al- Baqarah/Z 221.
EnS ol T ASE ¥ 5% iae ] ﬁ;“swwﬁ‘mﬁ‘u‘h uﬂy@é‘—\sﬂﬂ‘ 15585 YJ
1365 157 00 Y &5e oy e54=°‘ S5 0% a 58 Gadh alsl e (s
0K Al Ll aie G mail s skl s )
Terjemahannya :
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.”
2) QS. Al-Maidah/ 5: 5.
Eiiadally ?@d;?sﬂuhjesu;_uﬁ\ 55 gl u.}ﬂ\(:\.da}&c_mﬁ\eﬂd;\e‘gﬂ\
UWUAJP\UQ}«M\; \J\é&.\ﬂw&_\.\ﬁﬂyj\u.}ﬂ\ u.xm;.d\ju.m}al\
Gl (e 358001 8 305 Ak T 368 T 585 a3 AT 3aTA V5 il 2
Terjemahannya :
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal
(pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga
kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum
kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima
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hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat
termasuk orang-orang merugi.”
3) Q.S.al-Mumtahanah/ 60: 10. ]
ug_m.\\_a Ale ] 27 giadals ¢ jaga &l RANREAR Sl 4G
=5 sl 2 Yjeéicbu% PRI PERD IR GE AT
UAJP‘UA}A.\.U‘G \J\UA};SJ;u\eSJcc\_\;Y} J sl s b sz
FPES \ﬁm\u,x_@”mu,u,ﬁ\,sn I &E Vs
55 Gle aly R s
Terjemahannya:
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin
datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.
Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu
kembalikan mereka kepada orang-orang Kkafir (suami-suami mereka).
Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak
halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah
mereka berikan. Dan tidak dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu
bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang
pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan Kkafir; dan (jika
suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah
mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah
hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana.”
Secara hukum resmi persoalan pernikahan sudah ditetapkan pada Undang-
undang, namun pada realita sesungguhnya tidak seperti itu, bahwasannya
terdapat beberapa sebagian golongan (orang-orang) tidak mematuhi aturan-
aturan tersebut, begitupula dengan pernikahan beda agama. sehingga
peristiwa ini membuat beberapa orang menjadi frustasi saat ingin
membangun rumah tangga ataupun pernikahan karena adanya perbedaan
agama, apabila dihubungkan dalam aktifitas menjalankan hidup sehari-hari
sebelum menikah. Maka persoalan ini dapat dihubungkan pada Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah",
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sehingga orang yang ingin menikah beda agama bakal susah mewujudkan
kecocokan pendapat maupun juga keakuran hubungan yang harmonis.
Karena diyakini pernikahan tidak cuma bicara mengenai perkara
kemasyarakatan, tetapi juga melambangkan suatu amalan, kemudian ada
konsekuensi jenjang lama yang nanti akan dipertanggungjawabkan hingga
mendatangi alam baka. Karena agama Islam mengajarkan untuk seorang
kepala rumah tangga suami ataupun isteri berkewajiban atas diri dan
anggota keluarganya. (Sirin, 2016:65).

Kemudian tidak terlepas juga dari pengamatan ayah bunda, sandingan calon
mempelai berlainan keyakinan ini tetap memaksa berkeinginan demi
melanjutkan rencananya untuk kawin. Persoalannya yaitu mendapatkan
jalur terkemuka dan selaras pada petunjuk agama. Serta harus diingat
bahwasannya perkawinan juga menggambarkan hukum, tidak Cuma soal
duniawi (harta benda). oleh karena itu, segala perkara termasuk juga
masalah pernikahan harus di selesaikan dalam aturan syari’at. (Thohari,
2007:22).

Supaya bisa untuk menjalankan ketentuan dalam pencetus yang tercatat,
bahwa jemaah Islam Indonesia menciptakan himpunan kompilasi keputusan
hukum Islam dan mempunyai pelajaran yaitu soal pernikahan perbedaan
kepercayaan yaitu pada pasal 40 huruf (c) yang berbunyi Kompilasi Hukum
Islam (KHI) mengungkapkan maka dilharamkan mengadakan pernikahan
diantara laki-laki dan perempuan yang bukan beragama Islam” dan
kemudian juga terdapat pada pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyatakan bahwa pernikahan dilarang diantara perempuan beragama
Islam dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Dari pengertian 2 pasal
tersebut bisa disimpulkan di dalam isi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyatakan pelarangan tegas terhadap persoalan pernikahan beda agama.
walaupun agama Islam itu sendiri mengajarkan pengikutnya untuk
menjunjung tinggi toleransi hidup dalam beragama.

Berbincang-bincang terhadap persoalan penerapan perkawinan beda agama
di Indonesia mencorakkan fakta kenyataan yang terkesan biasa terjadi di
sana-sini. Karena di Indonesia terdapat ramai pasangan yang menikah beda
agama, dan mereka terlihat mencitrakan kehidupan yang akur. kemudian
mencul beberapa sejenis opini dan ajuan, pada beberapa kubu, bahwasannya
berbeda keyakinan tidak membendung buat orang yang ingin menikah.
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dikarenankan menikah ialah kebebasan setiap orang yakni hak asasi. (Sirin,
2016:64).
Pernikahan bukan hanya untuk menggabungkan atau menghubungkan dua
insan antara lelaki dan wanita yang sama-sama suka dan menyanyangi, akan
tetapi ada inti substansi beserta peraturan yang mesti di jalani pada masing-
masing perseorangan yang berhubungan dengan hukum, sosial dan agama.
Kemudian dengan berbagai tanggapan para pakar dan ahli hukum di
Indonesia, tetap melarang pernikahan beda agama. Walaupun tetap saja
kenyataannya persoalan pernikahan beda agama ini tengah saja sering
berjalan di kalangan rakyat Indonesia bahkan sampai saat ini. Dengan
demikian tidak dapat dipungkiri ataupun di kesampingkan bahwa hal ini
akan selalu menimbulkan berbagai macam konflik rumah tangga bagi orang-
orang Indonesia yang menikah beda agama.

Berhubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis mencoba
untuk mengkaji dengan maksimal tentang bagaimana hukum pernikahan
beda agama baik menurut syariat agama Islam, Undang-undangan
perkawinan (UUP) di Indonesia maupun juga Kompilasi Hukum Islam (KHI),
serta fenomena pernikahan beda agama di Indonesia yang sering terjadi,
sesuai dengan judul yaitu “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum
[slam dan Perundang-undangan di Indonesia.”

B. Metode

Metode kajian pada penulisan yang di pakai yakni berupa analisis, tinjauan,
telaah, buku maupun kitab atau lektur dan daftar bacaan referensi literatur, yang
mengandung kajian terhadap konsep hukum, skema filosofi dan prinsip kaidah
penting signifikan pada komplikasi perkara pernikahan beda agama. Mengenai
persoalan utama dalam kajian penulisan yaitu relevansi hukum pernikahan beda
agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Dalam struktur yang digunakan juga membahas perihal rancangan serta
aturan, untuk dipakai beralaskan pada kepustakaan nan ada, terpenting pada
risalah. Lalu sudah diterbitkan di beragam buku harian, surat kabar dan
keilmuan. Analisis bacaan berperan buat menyusun sketsa maupun pendapat
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lalu sebagai alur pengkajian pada suatu ulasan atau penulisan. (Sujawerni,
2014:57).

Tinjauan wacana maupun pengkajian kepustakaan juga menjadi aktivitas
atau tindakan yang harus ada pada penulisan, terutama kajian perguruan tinggi
teoritis mempunyai keinginan mendasar ialah untuk meluaskan bagian yang
diasumsikan atau bagian kegunaan efektif realistis. (Sukardi, 2013:33). Oleh
karena itu, dapat memakai cara pemeriksaan dan penyusunan agar supaya
penulisan bisa gampang membereskan persoalan yang akan dikaji.

1) Jenis Kajian.

Jenis kajian yang digunakan ialah penulisan kesusastraan literatur yaitu satu

penulisan yang dikerjakan memakai cara mengkaji memahami bacaan

artikulasi kitab-kitab, referensi atau sastra lalu dibahas dan dipelajari pada
beragam bentuk sumber data atau konsep dan anggapan pemikiran para ahli

yang berkenaan pada persoalan yang dikaji. (Kautur, 2000:38).

sehubung terhadap Kkajian tersebut, maka juru tulis mengartikan dan

mengumpulkan prinsip atau kaidah dari bacaan buku, terbitan jurnal,

maupun sumber data kepustakaan atau referensi yang bersangkutan kepada
persoalan Pernikahan Beda Agama termasuk juga menelaah sumber
perturan dan ketetapan yang merangkumkan atau merumuskan buatan
penulisan pada berbagai bentuk asal usul literatur tersebut.

2) Sifat Kajian.

Penulisan kajian skripsi terdapat karakter dogmatis peradilan formal, yakni
pengkajian penulisan ketentuan aturan yang berlandaskan pada keterangan
aturan yang didapati pada kitab-kitab hukum literatur, dan berupaya dapat
menganalisis satu persoalan hukum menggunakan tata cara aturan
perundang-undangan yang berlaku, referensi-referensi dan bahan-bahan
lainya yang sesuai atau berhubungan.

Sifat dari penulisan kajian ini juga termuat penulisan kajian deskriptif, yaitu
penulisan kajian yang berpusat pada makna yang terpadu terhadap informasi
atau kenyataan yang didapati saat penulisan kajian ini dibikin. (Sanusi, 2016:13).

C. Hasil dan Pembahasan
Pada mulanya memang agama Islam tidak memperbolehkan perkawinan
beda agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang
larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama
[slam. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam. Pada pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan
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antara seorang pria muslim dengan wanita yang yang tidak beragama Islam.
Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan
perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Hukum mengenai
perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki Non-Islam adalah jelas-
jelas dilarang (haram). Dalam surat Al- Baqarah (2):221:
éﬂﬂ‘ﬂjdwuﬂﬁ‘mﬁ“\b u—ﬁy@é‘—‘SM‘ 1ASE Y5
A5 ,A0 ) Gsel a2 aaal 15 @ E 0a S (elh Malstl sl R S Haall | A Y
U}JSAM?@J,JQ»LM&\; Oy @Jbo)ud\}ﬂ\_\;j\é\ 3
Artinya : “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”
Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980
difatwakan bahwa :
1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram
hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim dilarang mengawini wanita yang bukan muslim.
3. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab
terdapat perbedaan pendapat para ulama’. Setelah mempertimbangkan
bahwa madharratnya lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya,
Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu hukumnya haram.
(Djubaidah 2010:119)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama tanggal 1 Juni
1980 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda
agama sebagai berikut :

1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram
dan tidak sah.
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2. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut
Qaul Mu’tamad tidak dibolehkan hukumnya haram dan tidak sah.
(Djubaidah,2010:120)

Yang dimaksud dengan Pernikahan beda Agama, menurut Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama
Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1999 adalah :

Laki-laki yang beragama Islam tidak diperbolehkan untuk menikah dengan
perempuan yang bukan beragama Islam (dilarang), begitupun juga sebaliknya
perempuan Islam tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang bukan
beragama Islam (dilarang). Akan tetapi apabila laki-laki yang beragama Islam
menikah dengan perempuan ahli kitab, yakni perempuan yang beragama Yahudi
atau Nasrani itu tidak di larang (dibolehkan). (Djubaidah, 2010:122)

Ikatan pernikahan dalam hukum Islam adalah ikatan dari seluruh segi aspek
kehidupan masyarakat. Islam melarang ikatan pernikahan yang mengakibatkan
hilangnya keyakinan agama. penjelasan ini secara tegas menentukan bahwa
seorang muslim dilarang menikah dengan seorang non muslim yang berlaku bagi
laki-laki maupun perempuan. Islam tidak mengenal larangan pernikahan karena
perbedaan kewarganegaraan (kebangsaan Negara) atau karena perbedaan
hukum (hukum adat), namun Islam melarang dengan tegas ummatnya hendak
melangsungkan pernikahan dengan orang yang bukan beragama Islam (non-
muslim)..

D. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan yang telah terurai

sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan pernikahan beda agama, pada awalnya memang
sebagian akidah (agama) mengharamkan tidak mengizinkan adanya kejadian
pernikahan beda agama khususnya pada Islam, walaupun juga terdapat agama
yang mengasihkan keleluasan pada pengikutnya tatkala melangsungkan
pernikahan beda agama, contoh pada agama Islam seorang lelaki boleh
termakbul menikah dengan seorang perempuan pada agama berlainan apabila
dengan Ahlul Kitab. (Yahudi/Nasrani)

2. Suatu Pernikahan/Perkawinan bisa dianggap makbul asalkan dilakukan
searah kepada peraturan, kebiasan, adat, dan akidah pada pedoman masing-
masing. Karena hukum atau aturan pada semua pedoman (agama) tidak sama
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(beda), maka cuma boleh dilakukan pada penganut/ummatnya sesuai dengan
agama yang diyakini.

3. Menurut hukum positif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak mamakai
penguat hukum, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum positif sudah
membendung menikah beda agama. Oleh sebabnya, Kantor Urusan Agama
(KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) negara/daerah tak mau
membuatkan pendataan administratif terhadap kejadian nikah beda agama
tersebut, tindakan yang diambil oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)
maupun Kantor Catatan Sipil (KCS) telah berpatokan terhadap penafsiran dari
Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan, yang dimana
berdasarkan kepastian aturan hukum itu sendiri, pernikahan yang makbul
ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan oleh aturan hukum atau
Perundang-undangan negara dan kepercayaan masing-masing agama.
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